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Nomor 0110/Pdt.G/2016/PA Mir
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Baiq Nelly Kusumawati binti Drs. H. L. Ma’ruf Misbah, umur 45 tahun, Agama
Islam, Pekerjaan PNS (Kantor Wali Kota Mataram), tempat
tinggal di Jalan Jepara Blok B Lingkungan BTN Tanah Aji Permai
Rt.001 Rw. 086 No.8 Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram Kota

Mataram, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Firdaus Misthevidi bin M. Faried Wadjdy, Umur 46 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan PNS (Kantor Walikota Mataram), tempat tinggal di
Jalan Jepara Blok B Lingkungan BTN Tanah Aji Permai Rt.001,
Rw.086 No.8, Kelurahan Punia Kecamatan Mataram, Kota
Mataram , selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatnya tanggal 29 Pebruari
2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan
Nomor : 0110/Pdt.G/2016/PA.Mtr, tanggal 01 Maret 2016, telah mengajukan hal-

hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 1996, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana
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ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah nomor 715/15/XI/1996, tertanggal 09
Desember 1996;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah
Tergugat di Lingkungan Panji Tilar, Kelurahan Kekalik Kecamatan Sekarbela
Kota Mataram selama 17 tahun, Kemudian Pindah dan bertempat kediaman di
rumah Tergugat di alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 tahun ;

3. Bahwa Selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
a. M. Yanfa Kyonedo, Laki-laki, umur 15 tahun;

b. M. Kelnov Raneldo, Laki-laki, umur 13 tahun;

4. Bahwa kurang lebih sejak Desember 1999 kehidupan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara
Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang
sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

a. Penggugat tidak menyetujui Tergugat ingin menikah lagi dengan wanita lain
(Poligami);

b. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

c. Sudah tidak ada rasa nyaman lagi dalam membina rumah tangga;

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Januari 2016, yang akibatnya
Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara syari’at islam dan sudah tidak
lagi seranjang walaupun masih tinggal dalam satu rumah, selama itu pula
sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah
sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak
melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan
alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan
Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Mataram

mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan
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hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota
Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang
diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

a. Mengabulkan gugatan Penggugat;

b. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugraa Tergugat kepada Penggugat;

c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut
dicatat dan atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dilakukan
pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan
tersebut;

d. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap
dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakillkuasanya,
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relas tanggal 08 Maret
dan 15 Maret 2016 dan ketidak hadirannya tanpa disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,
kemudian dibacakanlah  gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah
dapat mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :
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1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat Nomor: 5271046804710001,
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, tanggal 23 April 2015,
bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (P.
1);

2. Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 715/15/XI/1996  yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, Lombok
Tengah tanggal 09 Desember 1996, bermaterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai, (P.2);

B. Saksi:

1. Raudatul Jannah Binti H. Misbah, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, tempat tinggal di Jalan Panji Tilar, Nomor: 36, Lingkungan Irigasi,
Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, yang
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
Bibi Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang
menikah pada tahun 1996;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik,
yang bertempat tinggal dirumah Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang
anak , kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 2
bulan yang lalu ;

- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah
kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi dan selama itu pula
Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya,

- Bahwa terjadinya berpisah tempat tersebut karena antara Penggugat dan
Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebabnya Penggugat tidak
tahan lagi dengan sikap Tergugat, Tergugat ingin kawin lagi tapi Penggugat
tidak menyetujui;

- Bahwa ia telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali
dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang terserah kepada para

pihak untuk menentukan sendiri penyelesaiannya ;
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2. Lutfi Aditias Bin Ahmad Zulfikar, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Swasta, tempat Tinggal di Jalan Panji Tilar Nomor; 16, Lingkungan Irigasi,
Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, telah
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
Paman Penggugat ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang
menikah seitar tahun 1996;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik,
yang bertempat tinggal dirumah Tergugat di Jalan Panji Tilar Kota Mataram
dan telah dikaruniai 2 orang anak , kemudian Penggugat dan Tergugat
pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu ;

- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah
kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi dan Tergugat tidak
pernah memberi nafkah pada Penggugat dan anaknya;

- Bahwa terjadinya berpisah tempat tersebut karena diantara Penggugat
dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Penggugat
sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang ingin kawin lagi dengan
perempuan lain tetapi Penggugat tidak setuju,

- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan
Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang terserah kepada para pihak
untuk menentukan sendiri penyelesaiannya ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan dan
menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan mohon

putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk

pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas ;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat bertempat kediaman
di wilayah Kota Mataram, dengan demikian berdasarkan pasal 73 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama Mataram berwenang untuk memeriksa

dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 , dapat dinilai bahwa Penggugat
telah menjalankan aturan kedisplinan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai
dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil
secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya itu
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak
hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat
agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukiti bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada
pokoknya adalah bahwa, di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihnan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat tidak menyetujui
Tergugat ingin kawin lagi dengan wanita lain dan akhirnya Penggugat tidak tahan
dan tidak ada rasa nyaman lagi dalam membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan
dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat,
dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari
keterangan para saksi tersebut telah diperoleh fakta bahwa antara Penggugat
dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sebabnya Tergugat ingin kawin lagi
tetapi Penggugat tidak menyetujuinya, keterangan saksi-saksi tersebut isinya
saling bersesuaian satu sama lain, sehingga telah menguatkan dalil gugatan

Penggugat ;

HIm. 6 dari 11 HIm. , Putusan No : 0110/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 3 bulan, telah
ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami
isteri/ hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran

Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil
menasehati Penggugat , pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada
gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah

tangga;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsagon
gholidhon mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebegaimana dimaksud dalam Al-
Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo.
pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa
dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa
perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai
pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak
dari para pihak terutama Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya, dengan
demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah

pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian
merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah
tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling
membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut,
maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum
dalam kitab Figih Sunnah juz Il hal. 248;
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adily,

Artinya: “Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai
kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya
menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan
suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau
menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya
berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan;
bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan
suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah
tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikannya, maka hakim

berhak menjatuhkan talak satu bain suami’;

Dan dalam Kitab Al-Anwar Juz Il halaman 55 :

Al ASL31 Sl A o) g5 gl Jork a0 el
Artinya: “Apabila ia (tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak

diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan

dengan berdasarkan pada pembuktian’.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan
Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi
pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat
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telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 R.Bg dapat dikabulkan

dengan verstek

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3
tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka
diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan
salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat
serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,
maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat, secara Verstek;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Firdaus Misthevidi bin M.
Faried Wadjdy) terhadap Penggugat (Baiq Nelly Kusumawati binti Drs. H. L.
Ma’ruf Misbah);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk
mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat
serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk

dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
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5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis
Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin tanggal, 21 Maret 2016
Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami
Dra.Hj. Nur Kamah, SH sebagai Hakim Ketua, Drs.H. Miftakhul Hadi,SH.MH dan
Dra. Khafidatul Amanah, SH. masing-masing sebagai Hakim anggota dan dibantu
oleh Hj. Maryati, SH, sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majlis,
Ttd Ttd
Drs.H. Miftahul Hadi, SH.MH Dra. Hj. Nur Kamah,SH
Hakim Anggota
Ttd

Dra. Khafidatul Amanah, SH
Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Maryati, SH
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Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 195.000,-
4. Redaksi :Rp. 5.000,-
5. Meterai :Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 286.000,-

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Mataram

Panitera

H. Lalu Muhamad Taufik,SH
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